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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Biro Umum dan 

Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024 dapat 

diselesaikan tepat waktu. Sebagaimana tertuang dalam 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 

XI/MPR/1998, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka 

disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program 

dan kegiatan serta penggunaan anggaran 

dalam rangka mewujudkan tata kelola Biro 

Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa yang 

berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel. 

Laporan ini menyajikan informasi kinerja 

atas pencapaian sasaran strategis/sasaran 

program/sasaran kegiatan beserta indikator 

kinerjanya sebagaimana tertuang dalam 

Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024. Biro Umum 

dan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 menetapkan 2 (dua) Sasaran 

Kegiatan (SK) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara umum Biro 
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Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa telah berhasil merealisasikan target kinerja 

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. 

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan 

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2024. Selain itu, tantangan dan 

permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi 

acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja ke depannya. 

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan 

program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan 

kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

terselesaikannya laporan kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa pada 

tahun 2024, dan semoga laporan kinerja ini dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 Jakarta, 24 Januari 202 5 
Plt. Kepala Biro Umum dan  
Pengadaan Barang dan Jasa 
 

 

 

Herdiana, S.T., M.B.A. 
NIP ρωχφρςπφςππψρπρππρ 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 menyajikan 

tingkat pencapaian 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 4 (empat) Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa 

sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.  

Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Renstra 

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2024, dimana dalam kurun 

waktu periode Renstra tersebut terdapat satu kali perubahan pada tahun 2022 dengan 

merubah nomenklatur target dan satuan target, sehingga atas perubahan indikator 

tersebut memastikan bahwa kualitas tatalaksana berjalan lebih efektif, efisien, dan 

berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. 

Ringkasan tingkat pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK) Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Perjanjian Kinerja 

yang mengacu pada Renstra 2020-2024 sebelum perubahan dan Renstra 2020-2024 

setelah perubahan adalah sebagai berikut: 

Sasaran Kegiatan 1 

Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan 

barang dan jasa bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi  

          Diagram 1 Ringkasan tingkat capaian [IKK.1.1] 2020-2024 (sebelum perubahan Renstra) 

[IKK.1.1] Jumlah Satker 

yang Melaksanakan PBJ 

e-Procurement  

(Sebelum Perubahan 

Renstra)  
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[IKK.1.2] Persentase 

Jumlah Satker yang 

Mengimplementasikan 

Sistem Naskah Dinas 

Elektronik  

(Sebelum Perubahan 

Renstra)  

 

  
            Diagram 2 Ringkasan tingkat capaian [IKK.1.1] 2020-2024 (sesudah perubahan Renstra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Diagram 3 Ringkasan tingkat capaian [IKK.1.2] 2020-2024 (sebelum perubahan Renstra) 

 

  

 

[IKK.1.1] Presentase 

Optimalisasi Fugsi UKPBJ 

Kemendikbudristek 

(Sesudah Perubahan 

Renstra)  
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[IKK.1.2] Jumlah Unit 

Kerja yang 

Mengimplementasikan 

Sistem Naskah Dinas 

Elektronik  

(Sesudah Perubahan 

Renstra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Diagram 4  Ringkasan tingkat capaian [IKK.1.2] 2020-2024 (sesudah perubahan Renstra) 

 

 

Sasaran Kegiatan 2 

Meningkatnya Tata Kelola Biro Umum dan Pengadaan Barang dan 

Jasa 

 
 

  

 

 

 

 

 

Diagram 5  Ringkasan tingkat capaian [IKK.2.1] 2020-2024 

 

 

 

 

[IKK.2.1] Predikat 

SAKIP Biro Umum 

dan Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Minimal BB 
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Diagram 6 Ringkasan tingkat capaian [IKK.2.2] 2020-2024 

 

Ringkasan capaian indikator kinerja dan total daya serap anggaran Tahun 2024, Biro 

Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

 

 

Diagram 7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 

[IKK.2.2] Nilai Kinerja 

Anggaran (NKA) atas 

Pelaksanaan RKA-KL Biro 

Umum dan PBJ Minimal 90 
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Diagram 8 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan Teknis pada Pusat Data Nasional 

Sementara 2 (PDNS 2) yang menyebabkan 

beberapa paket yang sedang berjalan 

mengalami gangguan berkaitan dengan 

proses Tender, Seleksi, dan E-Purchasing 

Kendala/  
Permasalahan  

Langkah Penyelesaian 

Masalah 

Pada proses integrasi sistem aplikasi Sistem 

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa 

(SiRenBaja) dengan aplikasi Sistem 

Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa (SIPPBJ) menjadi super app 

terdapat kendala dalam proses pemenuhan 

Data Dukung Clearance SPBE untuk 

Anggaran TIK Bidang PBJ TA 2025 dalam 

pengembangan Super Apps SIPPBJ 

Penerbitan Surat Sekretaris Jenderal Nomor 

Manual.122/A.A7/LK.00.03/2024 tanggal 4 

Juli 2024 hal Rekomendasi Penanganan Paket 

Pengadaan yang Terdampak Gangguan 

Layanan Pusat Data Nasional 2 dan 

Pelaksanaan Migrasi Server SPSE dari PDN ke 

GCP LKPP sebagai upaya pencegahan 

gangguan teknis di PDN serta sebagai tindak 

lanjut Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 

205 Tahun 2024  tentang Pemusatan dan 

Pengelolaan Basis Data Pengadaan 

Barang/Jasa pada Sistem Pengadaan secara 

Elektronik  

Melaksanakan Pengisian Data Dukung 

Clearance SPBE untuk Anggaran TIK 

Bidang PBJ TA 2025 (SIPPBJ, SiRenBaja, 

dan LADIA) Kemendikdasmen 
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Kendala/  
Permasalahan  

Langkah Penyelesaian 

Masalah 

Kurangnya pengalaman dan pemenuhan 

portofolio dalam pelaksanaan pelatihan dan 

on the job training pada Pelatihan 

Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola 

PBJ Ahli Muda menjadi kendala yang 

menghambat peserta Pelatihan 

Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola 

PBJ Ahli Muda dalam menyelesaikan 

Pelatihan 

Penyusunan daftar Mentor dan Coach 

Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ, dan 

pemerataan pembagian paket untuk 

memastikan bahwa seluruh JF PPBJ memiliki 

tingkat kompetensi dan pengalaman yang 

dibutuhkan 

Terkait pengajuan SINDE sebagai AUBKD, Biro 

Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa 

melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1)Pelaksanaan Audit TIK internal terhadap 

aplikasi SINDE dengan menggunakan tools 

dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 

sebagai salah satu data dukung persyaratan 

TIK yang diajukan kepada Kemkomdigi. 

2)Koordinasi secara intensif dengan Pusat 

Data dan Teknologi Informasi 

Kemendikbudristek dan Kemkomdigi terkait 

pemenuhan persyaratan TIK  

Aplikasi SINDE saat ini masih menunggu 

pertimbangan dari Kementerian 

Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) 

sebagai aplikasi sejenis dengan Aplikasi 

Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD) 

dan terintegrasi dengan SRIKANDI. Hal ini 

menjadi salah satu kendala pengoptimalan 

penggunaan SINDE di PTN karena 

terbentur dengan adanya sistem persuratan 

internal di PTN dan permasalahan terkait 

kebijakan penyelenggaraan kearsipan di 

PTN yang mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 Pemekaran unit Kemendikbudristek yang 

memisahkan fungsi pendidikan tinggi 

menjadi kendala tambahan untuk 

implementasi pendampingan penggunaan 

SINDE dan pengawalan skor statistik 

SINDE di Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi, Riset, dan Teknologi, 

khususnya untuk PTN 

Terkait pemekaran unit Kemendikbudristek, 

aplikasi SINDE tetap digunakan oleh 3 

kementerian selama masa transisi. Untuk itu, 

unit kerja yang akan menjadi bagian dari 

Kemenkebud maupun Kemendiktisainstek 

sesuai nomenklatur Kemendikbudristek tetap 

dihitung dalam capaian Renstra dan memiliki 

kewajiban untuk mendukung ketercapaian 

target Renstra. 
Sosialisasi dan pendampingan 

penggunaan SINDE khususnya skor 

statistik bagi PTN belum dapat dilakukan 

secara intensif karena masih terkendala 

permasalahan instrumen kearsipan 

(Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, 

dan Sistem Klasifikasi dan Keamanan 

Akses Arsip) dan keberadaan sistem 

persuratan internal PTN/penggunaan 

SIKD/penggunaan SRIKANDI sebagai 

AUBKD. 

Terkait kendala penggunaan SINDE di PTN, 

tim pengelola SINDE Biro Umum dan 

Pengadaan Barang dan Jasa serta Pusat Data 

dan Teknologi Informasi bersama tim 

pengembang SINDE telah mengembangkan 

fitur prioritas pada SINDE yaitu fitur 

penomoran surat custom. Hal ini dapat 

menjadi solusi untuk pemrosesan surat keluar 

(dengan rumusan klasifikasi arsip yang 

berbeda-beda) di PTN melalui SINDE. 



  

 

14 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data pegawai yang mutasi ke Biro Umum 

dan PBJ tidak lengkap sehingga perlu 

melakukan pemutakhiran data ekstra 

(dikbudhr ataupun SIASN) 

Percepatan kelengkapan data bagi pegawai 

mutasi (baik masuk maupun keluar) 

Belum terselesaikannya pengisian rencana 

pengembangan kompetensi untuk masing-

masing pegawai kedalam aplikasi 

Melakukan pertemuan daring dengan seluruh 

ketua TNA (tahap awal untuk UKPBJ) untuk 

mengidentifikasi kendala dan memberikan 

saran/jalan keluar, serta koordinasi dengan 

biro SDM untuk kendala di aplikasi 

Kendala/  
Permasalahan  

Langkah Penyelesaian 

Masalah 

Peralihan pegawai pelaksana menjadi 

fungsional belum berjalan ideal 

Melakukan proyeksi pegawai tiap jabatan 

fungsional, memberikan pelatihan/uji 

komptensi sesuai dengan masing-masing 

jabatan fungsional dan koordinasi dengan 

UKIJF mengenai realisasi usulan peta 

jabatan fungsional 

Tanah Mess Cokroaminoto belum 

bersertifikat dan objek tanah tersebut 

bersengketa pengadilan tingkat kasasi 

Berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk 

penyelesaian sengketa pengadilan 

Luasan tanah pada sertifikat tidak sesuai 

dengan luasan pada buku barang, 

dikarenkan adanya pengukuran luasan 

akibat hibah ke Pemprov DKI 

Biro Umum dan PBJ tengah melakukan 

pemutakhiran dan pengukuran bersama 

BPAD Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya akan 

dilakukan penyesuaian luasan 

Pasca pemisahan menjadi 3 kementerian, 

belum ada struktur protokol yang fix di 

Kementerian Kebudayaan sehingga protokol 

Kemendikdasmen harus mem-back up 

pelaksanaan pelantikan di Kementerian 

Kebudayaan dengan sistem koordinasi yang 

masih belum tertata dan Kekurangan SDM 

keprotokolan terutama dalam masa transisi 

3 kementerian, SDM Keprotokolan Biro 

Umum dan PBJ tetap harus membantu 

pelaksanaan layanan keprotokolan pada 

pimpinan di 3 Kementerian tersebut 

Mendorong tim kesekjenan Kementerian 

Kebudayaan untuk segera membentuk 

struktur tim keprotokolan dengan 

memanfaatkan SDM yang ada, dengan 

memperbantukan/mentransfer SDM 

Protokol yang ada di Kemendikbudristek ke 

Kementerian Kebudayaan dan Kementerian 

Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 

untuk mempercepat proses transisi layanan 

keprotokolan pada pimpinan masing-

masing Kementerian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum 

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan satuan kerja pada 

Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek, yang mengalami perubahan nomenklatur 

satuan kerja dengan silsilah sebagai berikut: 

Gambar 1.1 Perubahan Nomenklatur Biro Umum dan PBJ 

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk pertama kali pada tahun 1975 

dengan nama Biro Tata Usaha, dan dalam perjalanannya, pada tahun 2001 berubah 

nama menjadi Biro Umum dan tahun 2019 sampai sekarang, berubah nama menjadi 

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.  

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan tahun 2024 dipimpin 

oleh Drs. Triyantoro, M,Si. dan dengan adanya restrukturisasi organisasi 

Kemendikbudristek menjadi 3 Kementerian, per 20 Januari 2025 Biro Umum dan 

Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Herdiana, S.T.,M.B.A. selaku Plt. Kepala 

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa , dengan jumlah pegawai yang fluktuatif 

dari tahun 2020-2024 dan per Desember 2024 terdapat sebanyak 653 pegawai 
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(ASN dan Non ASN) dengan Wilayah kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan 

Jasa melingkupi pegawai di satker pusat dan JFPPBJ di 8 Satuan Pelaksana yang 

tersebar di berbagai daerah di Indonesia. 

Tren jumlah pegawai ASN (PNS dan PPPK) Biro Umum dan Pengadaan Barang dan 

Jasa dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Pegawai Biro Umum dan 
Pengadaan Barang dan Jasa  

Tahun 2020  

211 PNS  

Jumlah Pegawai Biro Umum dan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Tahun 202 1 

212 PNS  

Jumlah Pegawai Biro Umum dan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Tahun 202 2  

451 PNS  

Jumlah Pegawai Biro Umum dan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Tahun 202 3  

414 ASN  

4 07  
PNS  

7 
P PPK  
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 Diagram 1.1 Jumlah Pegawai Biro Umum dan PBJ 2020-2024 

 

Sebaran ASN pegawai Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan jenis 

kelamin, golongan dan tingkat Pendidikan tahun 2020 sampai dengan 2024 

digambarkan dalam diagram sebagai berikut: 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

    Diagram 1.2 Jumlah ASN Biro Umum dan PBJ Berdasarkan Jenis Kelamin 2020-2024 

Jumlah Pegawai Biro Umum dan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Tahun 202 4  

420  ASN  

396  
PNS  

24  
P PPK  

233  NON ASN  

44  
PPNPN  

189 
OUTSOURCING  

2020  

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan 

202 1 202 2  

Laki-Laki Perempuan 

Laki-Laki Perempuan 

202 3  

Laki-Laki Perempuan 

202 4  
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Diagram 1.3 Jumlah ASN Biro Umum dan PBJ Berdasarkan Golongan 2020-2024 

 

 

Tahun 202 1 Tahun 2020  

Tahun 202 2  Tahun 202 3  

Tahun 202 4  
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Diagram 1.4 Jumlah ASN Biro Umum dan PBJ Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2020-2024 

Tahun 2020  Tahun 202 1 

Tahun 202 2  Tahun 202 3  

Tahun 202 4  
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B. Dasar Hukum  

Dasar hukum yang menjadi acuan sebagai berikut : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, 

kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan  

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan 

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 

Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 

2020-2024; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 

Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

 

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi  

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, Biro Umum dan 

Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Jenderal. Sesuai dengan Permendikbudristek tersebut Biro 

Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 
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TUGAS 

1. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; 

2. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan 

Sekretariat Jenderal; 

3. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan persuratan dan 

kearsipan di lingkungan Kementerian; 

4. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan 

Kementerian; 

5. pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan Kementerian; 

6. penyiapan bahan pembinaan pengadaan barang dan jasa di 

lingkungan Kementerian; 

7. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan 

Kementerian; 

8. fasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian; 

9. penyiapan bahan pembinaan sumber daya manusia dan 

kelembagaan pengadaan barang dan jasa;  

10.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan 

pengadaan barang dan jasa; dan 

11.pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.  

FUNGSI 
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Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan 

Kementerian dan ketatausahaan pimpinan dan Biro serta urusan dalam di 

lingkungan Sekretariat Jenderal. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNGSI 

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan; 

2. pelaksanaan urusan keprotokolan Kementerian; 

3. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan dan pengelolaan 

persuratan dan kearsipan di lingkungan Kementerian; 

4. pelaksanaan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan 

lingkungan Kementerian; 

5. pelaksanaan pengelolaan poliklinik Kementerian; 

6. pengaturan penggunaan kendaraan dan rumah negara di 

lingkungan Sekretariat Jenderal; dan 

7. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro. 

Bagian Tata Usaha terdiri dari:  

Subbagian Tata Usaha 

Pimpinan dan Protokol ; 

mempunyai tugas melakukan 

urusan ketatausahaan pimpinan, 

urusan keprotokolan 

Kementerian, dan urusan 

ketatausahaan Biro serta 

penyiapan bahan pembinaan 

dan pengelolaan persuratan dan 

kearsipan di lingkungan 

Kementerian. 

Subbagian Urusan Dalam , 

mempunyai tugas melakukan 

urusan keamanan, ketertiban, 

kebersihan, keindahan, pengaturan 

penggunaan kendaraan, dan rumah 

negara di lingkungan Sekretariat 

Jenderal serta pengelolaan 

poliklinik di lingkungan 

Kementerian. 

story more 
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Gambar 1.2 Struktur Organisasi Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan 

Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021 

 

 

 

 

3ÔÒÕËÔÕÒ /ÒÇÁÎÉÓÁÓÉ "ÉÒÏ 5ÍÕÍ ÄÁÎ  

0ÅÎÇÁÄÁÁÎ "ÁÒÁÎÇ ÄÁÎ *ÁÓÁȡ 

 

 

 

Plt.  Kepala Biro Umum dan  

Pengadaan Barang dan Jasa  
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D. Isu-Isu Strategis /Permasalahan  
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01 

$ÅÎÇÁÎ ÁÄÁÎÙÁ ÐÅÒÕÂÁÈÁÎ ÁÌÁÔ ËÅÒÊÁ ËÅÁÒÓÉÐÁÎ ÄÁÒÉ ËÏÎÖÅÎÓÉÏÎÁÌ 

ÍÅÎÊÁÄÉ ÄÉÇÉÔÁÌ ÓÅÒÔÁ ÐÅÒËÅÍÂÁÎÇÁÎ ÐÅÎÇÅÌÏÌÁÁÎ ÁÒÓÉÐ ÄÉÎÁÍÉÓ ÐÁÄÁ 

ÓÉÓÔÅÍ ÎÁÓËÁÈ ÄÉÎÁÓ ÅÌÅËÔÒÏÎÉË ÙÁÎÇ ÍÅÎÃÁËÕÐ ÐÅÎÃÉÐÔÁÁÎ ÓÁÍÐÁÉ 

ÄÅÎÇÁÎ ÐÅÎÙÕÓÕÔÁÎ ÓÅÓÕÁÉ ÄÅÎÇÁÎ ËÅÂÕÔÕÈÁÎ ÏÒÇÁÎÉÓÁÓÉ ÄÁÎ ÒÅÇÕÌÁÓÉȟ 

ÐÅÒÌÕ ÄÉÉÍÂÁÎÇÉ ÄÅÎÇÁÎ ËÅÍÁÍÐÕÁÎȟ ÃÁÒÁ ËÅÒÊÁȟ ÄÁÎ ÂÕÄÁÙÁ ËÅÒÊÁ ÄÁÒÉ 
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02 
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ÍÅÌÁËÓÁÎÁËÁÎ ÐÅÎÇÁÄÁÁÎ ÂÁÒÁÎÇȾÊÁÓÁ ÓÅÃÁÒÁ ÌÕÒÉÎÇ 

03 

0ÅÍÕÓÁÔÁÎ ÂÁÓÉÓ ÄÁÔÁ 303% ÍÅÌÁÌÕÉ ÐÒÏÓÅÓ ÍÉÇÒÁÓÉ ÂÁÓÉÓ ÄÁÔÁ ÄÁÒÉ 

5ÎÉÔ +ÅÒÊÁ 0ÅÎÇÁÄÁÁÎ "ÁÒÁÎÇȾ*ÁÓÁ ɉ5+0"*Ɋ ËÅ ,+00 ÕÎÔÕË 

ÍÅÎÉÎÇËÁÔËÁÎ ËÅÁÍÁÎÁÎ ÉÎÆÏÒÍÁÓÉ  

04 
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E. Peran Strategis Organisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ÅÒÁÎ 3ÔÒÁÔÅÇÉÓ /ÒÇÁÎÉÓÁÓÉ 

0ÅÌÁËÓÁÎÁÁÎ ÁÒÓÉÐ ÄÉÇÉÔÁÌ ÄÁÌÁÍ ËÅÇÉÁÔÁÎ ÐÅÎÇÅÌÏÌÁÁÎ ÁÒÓÉÐ ÄÉÎÁÍÉÓ ÄÁÒÉ 

ÔÁÈÁÐ ÐÅÎÃÉÐÔÁÁÎ ÓÁÍÐÁÉ ÄÅÎÇÁÎ ÐÅÎÙÕÓÕÔÁÎ ÁÒÓÉÐ ÍÅÌÁÌÕÉ ÐÅÎÇÇÕÎÁÁÎ 

ÓÉÓÔÅÍ ÎÁÓËÁÈ ÄÉÎÁÓ ÅÌÅËÔÒÏÎÉË ÄÁÐÁÔ ÍÅÎÉÎÇËÁÔËÁÎ ÔÒÁÎÓÐÁÒÁÎÓÉ ÄÁÎ 

ÁËÕÎÔÁÂÉÌÉÔÁÓ ËÉÎÅÒÊÁ +ÅÍÅÎÄÉËÂÕÄÒÉÓÔÅË ÍÅÌÁÌÕÉ ËÅÔÅÒÓÅÄÉÁÁÎ ÉÎÆÏÒÍÁÓÉ 

ÓÅÃÁÒÁ ÃÅÐÁÔ ÄÁÎ ÔÅÐÁÔ ÓÅÒÔÁ ËÅÔÅÒÌÁËÓÁÎÁÁÎ ÔÕÇÁÓ ÄÁÎ ÆÕÎÇÓÉ ÓÅÃÁÒÁ 

ÅÆÅËÔÉÆ ÄÁÎ ÅÆÉÓÉÅÎȢ 

01 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis  

Rencana strategis Kemendikbudristek mengacu pada dokumen rencana 

pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024 sebagai 

penuangan visi dan misi presiden dan wakil presiden. Sesuai arahan dari Presiden 

RI bahwa semua rencana program baik di pusat maupun di daerah harus bisa 

tersambung menjadi satu garis lurus, adanya kesinambungan antara sasaran 

pokok, agenda prioritas nasional, dan rencana strategis dari tiap Kementerian. 

Sejalan dengan hal tersebut, rencana strategis Biro Umum dan Pengadaan Barang 

dan Jasa juga merupakan perluasan dari Visi, Misi, Tata Nilai dan Tujuan dari 

Kemendikbudristek tahun 2020-2024. 

Berdasarkan revisi rencana strategis Kemendikbudristek tahun 2020-2024 sesuai 

dengan Permendikbud nomor 13 tahun 2022, Visi Kemendikbudristek untuk 

Periode tahun 2020-2024 adalah: 

 

 Untuk mendukung pencapaian visi Presiden dan wakil presiden, 

Kemendikbudristek sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi 

Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) 

Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang 

mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan Pemerintah yang 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung 

visi dan misi presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan Indonesia 

Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong 

royong melalui tercipatanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa 

kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong 

royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif 



  

 

29 
  

bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu misi Kemendikbudristek dalam 

melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan 

berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi; 

2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan 

bahasa dan sastra; dan 

3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk 

mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan 

kebudayaan. 

Selanjutnya Renstra Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertujuan 

untuk mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Pengadaan 

Barang dan Jasa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada program dan 

kegiatan tahun 2020 ɀ 2024. Adapun Biro Umum dan Pengadaan Barang dan jasa 

memiliki tujuan yaitu : 

 

 

 

 

 

 

B. Rencana Kinerja  Menengah 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024. Biro Umum dan Pengadaan 

Barang dan Jasa menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun 

sebagai berikut: 

 

 

Mewujudkan mutu manajemen yang prima dalam perencanaan dan 
penganggaran, tata usaha dan protokol, barang milik negara, serta 
kerumahtanggaan dan SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal.  
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Kategori  

Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Kinerja Kegiatan  

Satuan 
Target  

2020  2021  2022  2023  2024  

SK 1 Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan 

jasa bidang pendidikan,kebudayan, riset, dan teknologi  

IKK 1.1 Jumlah Satker yang 

Melaksanakan PBJ 

melalui e-

procurement 

Satker 167 207 247 288 338 

IKK 1.2 Persentase Jumlah 

Satker yang 

Mengimplementasika

n Sistem Naskah 

Dinas Elektronik 

Persentase 10 20 30 40 50 

SK 2 Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa  

IKK 2.1 Predikat SAKIP Biro 

Umum dan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa minimal BB 

Predikat BB BB A A A 

IKK 2.2 Nilai Kinerja 

Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA-K/L 

Biro  Umum dan PBJ 

minimal 91 

Nilai 91 92 93 94 95 

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (Sebelum Revisi Renstra) 

 

Kategori  
Sasaran Kegiatan/Indikator 

Kinerja Kegiatan  
Satuan 

Baseline 

2020  

Target  

2022  2023  2024  

SK 1 Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa 

bidang pendidikan,kebudayan, riset, dan teknologi  

IKK 1.1 Persentase Optimalisasi Fungsi 

UKPBJ Kemendikbudristek 
Persentase 38 75 88 100 

IKK 1.2 Jumlah unit kerja yang 

mengimplementasikan sistem 

naskah dinas elektronik 

Unit Kerja 86 206 274 343 

SK 2 Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan Pengadaan  Barang dan Jasa 

IKK 2.1 Predikat SAKIP Biro Umum 

dan Pengadaan Barang dan 

Jasa minimal BB 

Predikat BB A A A 

IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA-K/L Biro  

Umum dan PBJ minimal 90 

Nilai 90 93 94 95 

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (Sesudah Revisi Renstra) 
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C. Perjanjian Kinerja  

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana 

Kinerja Menengah/Rencana Strategis 2020-2024, Biro Umum dan Pengadaan 

Barang dan Jasa merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2024, dan 

dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut: 

 

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 202 4 

No Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan  
Satuan 

Target 

perjanjian 

Kinerja 

Tahun 

2024 

1 

[SK 1] Meningkatnya kualitas 

layanan ketatausahaan serta 

pengadaan barang dan jasa 

bidang pendidikan, 

kebudayan, riset, dan 

teknologi 

[IKK 1.1] Persentase 

Optimalisasi Fungsi UKPBJ 

Kemendikbudristek 

Persentase 100 

[IKK 1.2] Jumlah unit kerja 

yang 

mengimplementasikan 

sistem naskah dinas 

elektronik  

Unit Kerja 343 

2 

[SK 2] Meningkatnya tata 

kelola Biro Umum dan 

Pengadaan Barang dan Jasa 

[IKK 2.1] Predikat SAKIP 

Biro Umum dan Pengadaan 

Barang dan Jasa minimal 

BB 

Predikat A 

[IKK 2.2] Nilai Kinerja 

Anggaran atas Pelaksanaan 

RKA-K/L Biro  Umum dan 

PBJ minimal 90 

Nilai 

 
95 

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Awal 2024 

 

Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal 202 4 

No Kode Nama Kegiatan Alokasi  

1 1985 
Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang 
Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Rp. 391.812.483.000 

Total  Rp391.812.483.000 

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal 2024 
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Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 

disusun pada awal tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp391.812.483.000, 

namun pada akhir tahun dilakukan revisi Perjanjian Kinerja yang disebabkan 

adanya pergeseran alokasi anggaran menjadi Rp394.198.883.000 Pergeseran 

anggaran tersebut bersumber dari penambahan anggaran pasca restrukturisasi 

Kemendikbudristek menjadi 3 Kementerian untuk kebutuhan Menteri, Wakil 

Menteri, dan Staf Pendukung, realokasi anggaran Belanja Pegawai ke Diktiristek, 

dan penambahan Belanja Modal untuk pemenuhan sarana dan prasaran Menteri, 

Wakil Menteri dan Staf Pendukungnya. 

Terdapat perbedaan pagu anggaran pada Perjanjian Kinerja revisi tahun 2024 

dengan pagu definitif pada masa pelaporan 2024 karena pengurangan dan 

penambahan anggaran yang terjadi pada Biro Umum dan Pengadaan Barang dan 

Jasa di proses pada periode setelah penyusunan Perjanjian Kinerja Awal TA 2024 

yang dilakukan di bulan Januari sedangkan proses pengurangan dan penambahan 

anggaran yang terjadi di lakukan di bulan Oktober, November dan Desember, 

sehingga alokasi anggaran menjadi Rp394.198.883.000. 

 

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 202 4 

No Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan  
Satuan 

Target 

perjanjian 

Kinerja 

Tahun 

2024 

1 

[SK 1] Meningkatnya kualitas 

layanan ketatausahaan serta 

pengadaan barang dan jasa 

bidang pendidikan, 

kebudayan, riset, dan 

teknologi 

[IKK 1.1] Persentase 

Optimalisasi Fungsi UKPBJ 

Kemendikbudristek 

Persentase 100 

[IKK 1.2] Jumlah unit kerja 

yang mengimplementasikan 

sistem naskah dinas 

elektronik  

Unit Kerja 343 

2 

[SK 2] Meningkatnya tata 

kelola Biro Umum dan 

Pengadaan Barang dan Jasa 

[IKK 2.1] Predikat SAKIP 

Biro Umum dan Pengadaan 

Barang dan Jasa minimal BB 

Predikat A 

[IKK 2.2] Nilai Kinerja 

Anggaran atas Pelaksanaan 

RKA-K/L Biro  Umum dan 

PBJ minimal 90 

Nilai 

 
95 

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Revisi 2024 
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Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi 202 4 

No Kode Nama Kegiatan Alokasi  

1 1985 
Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang 
Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Rp394.198.883.000 

Total  Rp394.198.883.000 

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi 2024 

Pagu alokasi anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 

2024 pada periode awal 2024 sejumlah Rp391.812.483.000, terdapat beberapa revisi 

penambahan dan pengurangan anggaran yang mengakibatkan perubahan pagu 

diantaranya adalah: 

No 
Mekanisme Revisi 

Anggaran 
Tujuan Revisi Anggaran  Nilai  

1 Penambahan anggaran pasca 

restrukturisasi 

Kemendikbudristek menjadi 

3 Kementerian untuk 

kebutuhan Menteri, Wakil 

Menteri, dan Staf Pendukung 

Sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 139 Tahun 2024 tentang 

Penataan Tugas dan Fungsi 

Kementerian Negara Kabinet Merah 

Putih Periode Tahun 2024-2029 dan 

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 

2024 tentang Organisasi Kementerian 

Negara bahwa Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi untuk tahun 2024-2029 

dibagi menjadi 3 Kementerian dan atas 

perubahan tersebut terdapat 

penambahan kebutuhan untuk Menteri, 

Wakil Menteri, Tenaga Ahli dan Tenaga 

Pendukung, serta Direktur Jenderal 

yang saat ini masih dibebankan pada 

DIPA Biro Umum dan Pengadaan 

Barang dan Jasa. 
 

Rp15.386.400.000 

2 Realokasi Belanja Pegawai 

(001) Biro Umum dan 

Pengadaan Barang dan Jasa 

ke Diktiristek  

Merujuk surat Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

kepada Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi nomor 

32407/A.A4/OT.03.00/2023 tanggal 

25 September 2023 hal Usulan 

Kebutujan JFPPBJ Kemendikbudristek 

bahwa usulan kebutuhan untuk JFPPBJ 

tersebut adalah sejumlah 397. 

Kelebihan anggaran 18M atas Belanja 

Pegawai dikarenakan adanya alokasi 

-Rp18.000.000.000 
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No 
Mekanisme Revisi 

Anggaran 
Tujuan Revisi Anggaran  Nilai  

397 JFPPBJ yang sudah disiapkan, 

namun sampai saat ini SK JFPPBJ yang 

sudah masuk hanya sejumlah 271 

dengan kondisi 58 pegawai belum SKPP 

ke Biro Umum dan PBJ dan 21 pegawai 

mutasi kembali ke satuan kerja lainnya. 

3 Penambahan Belanja Modal 

untuk pemenuhan sarana dan 

prasaran Menteri, Wakil 

Menteri dan Staf 

Pendukungnya 

Sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 188 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Pendidikan Dasar dan 

Menengah, maka  terdapat perubahan 

struktur organisasi  dan peralihan 

jabatan Kementerian sehingga 

diperlukam pemenuhan kebutuhan 

Belanja Modal untuk fasilitasi Menteri 

dan Staf pendukungnya  guna 

pemenuhan Perangkat Pengolah Data 

dan Pendukung, Meubelair serta 

Perangkat Elektronik pada Rumah 

Dinas di Lingkungan Kemendikdasmen 

TA 2024. 

Rp5.000.000.000 

TOTAL PENAMBAHAN/PENGURANGAN Rp2.386.400.000 

Tabel 2.7 Penambahan dan Pengurangan Anggaran Tahun 2024 

 

Dikarenakan adanya perubahan tersebut sehingga anggaran akhir Biro Umum dan 

Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 yang semula sebesar Rp391.812.483.000,00 

menjadi Rp394.198.883.000,00 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Pengukuran Kinerja  

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa 

telah melakukan pengukuran kinerja dengan capaian sebagai berikut: 

 

No 
Sasaran 

Kegiatan  

Indikator Kinerja 

Kegiatan  
Satuan 

Target PK Tahun 

2024 
Realisasi 2024 % 

1 

[SK 1] 

Meningkatnya 

kualitas layanan 

ketatausahaan 

serta pengadaan 

barang dan jasa 

bidang 

pendidikan, 

kebudayan, riset, 

dan teknologi 

[IKK 1.1] Persentase 

Optimalisasi Fungsi 

UKPBJ 

Kemendikbudristek 

Persentase 100 92,06 92% 

[IKK 1.2] Jumlah 

unit kerja yang 

mengimplementasik

an sistem naskah 

dinas elektronik 

Unit Kerja 

343 

( Jumlah unit kerja 
Kemendikbudristek 

pada saat 
penyusunan 

Renstra) 
 

329 
(Jumlah unit kerja 

sesuai dengan SOTK 

pada Tahun 2024 

yang terdiri dari  

204 Unit Pusat dan 

125 PTN) 

204  
(Implementasi sistem 

naskah dinas elektronik 
di PTN melalui aplikasi 

internal dan/atau 
aplikasi umum bidang 

kearsipan dinamis tidak 
dapat dikonversikan ke 
dalam perhitungan skor 

statistik unit kerja 
sebagaimana 

implementasi sistem 
naskah dinas elektronik 

di unit kerja pusat. 
Untuk itu, PTN 

dikecualikan dalam 
perhitungan capaian 

jumlah unit kerja yang 
mengimplementasikan 

sistem naskah dinas 
elektronik.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

100% 
 

2 

[SK 2] 

Meningkatnya 

tata kelola Biro 

Umum dan 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

[IKK 2.1] Predikat 

SAKIP Biro Umum 

dan Pengadaan 

Barang dan Jasa 

minimal BB 

Predikat A A 100% 

[IKK 2.2] Nilai 

Kinerja Anggaran 

atas Pelaksanaan 

RKA-K/L Biro  

Umum dan PBJ 

minimal 90 

 

Nilai 

 

95 90,95 

 
 
 

96% 
 
 

Tabel.3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024 
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B. Capaian Kinerja  

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa 

menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 4 (empat) Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK), dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut: 

 

 

Sasaran Kegiatan (SK) meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan 

barang dan jasa bidang Pendidikan dan kebudayaan memiliki 2 Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK). Secara umum dari kedua indikator tersebut tercapai dengan baik, yaitu 

untuk IKK Persentase Optimalisasi Fungsi UKPBJ Kemendikbudristek tercapai 92,06% 

dari target 100%, dan IKK Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem 

naskah dinas elektronik tercapai 204 dari target sebanyak 204 Unit Pusat yang 

mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik dengan mengecualikan PTN 

karena Implementasi sistem naskah dinas elektronik di PTN melalui aplikasi internal 

dan/atau aplikasi umum bidang kearsipan dinamis tidak dapat dikonversikan ke 

dalam perhitungan skor statistik unit kerja sebagaimana implementasi sistem naskah 

dinas elektronik di unit kerja pusat. Ketercapaian dari masing-masing indikator 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Persentase Optimalisasi Fungsi UKPBJ Kemendikbudristek, merupakan perluasan 

peran dari fungsi pengadaan barang dan jasa yang semula bernama Unit Layanan 

Pengadaan (ULP), saat ini berganti menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa 

(UKPBJ). Perubahan nama ULP menjadi UKPBJ tersebut tidak sekedar berganti nama 

saja, tetapi mempunyai filosofi kelembagaan yang jauh berbeda. Jika ULP hanya 

mempunyai fungsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (e-procurement) saja, maka 

UKPBJ adalah Unit Kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi 

Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Pengadaan Barang/Jasa. 

Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ Kemendikbudristek  IKK 1.1 

3+ ρ  
Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang 

dan jasa bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi 
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UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang 

memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan 

mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam 

penciptaan nilai tambah (value added) dan manfaat dalam Pengadaan Barang/Jasa di 

Indonesia.  

Untuk mencapai peran sebagai pusat keunggulan UKPBJ diberikan seperangkat fungsi 

yang bersinergi antara satu fungsi dengan fungsi lainnya dalam rangka mendorong 

Pengadaan Barang dan Jasa efektif dan efisien. Fungsi tersebut sesuai dengan amanat 

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2018 pasal 3, sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Barang dan Jasa, 

2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, 

dan 

4. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau bimbingan teknis Pengadaan 

Barang dan Jasa. 

Pembagian implementasi pelaksanaan kematangan UKPBJ dilakukan berdasarkan 

kedekatan fungsi dan variabel kematangan serta Surat Edaran Deputi Bidang 

Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 17 Tahun 2019.  

Adapun pembagian tanggung jawab penyelesaian variabel kepada tiap Fungsi, 

tercantum di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian IKK 1.1 

 

Pengukuran capaian IKK dinilai setiap tahun terhadap kinerja UKPBJ sesuai dengan 

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mengacu kepada Surat Edaran Kepala 
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LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 

Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi.  

 

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata 

kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia 

(SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan.  

 

Pengukuran capaian IKK dilaksanakan sesuai dengan level yang sudah ditetapkan oleh 

LKPP dan dikonversikan ke dalam delapan tingkat penilaian. 

                                                             

 

   

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Tingkat Penilaian Level Kematangan 

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian IKK 1.1 berdasarkan target 

 

Presentase = 
╛▄○▄■ ◐╪▪▌ ▀░╬╪▬╪░

╛▄○▄■ ◐╪▪▌ ▀░◄╪►▌▄◄▓╪▪
 ● Ϸ 

 

Pada tahun 2022 dilaksanakannya revisi renstra tahun 2020ɂ2024 menyesuaikan 

Permendikbudristek nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud 

nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020ɂ2024, 

Indikator Kinerja Kegiatan  

Target PK Tahun 202 4 Target 

Renstra 

2024  Target PK Realisasi % 

1. Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ 
Kemendikbudristek 

100 % 92,06 %    92,06% 100 % 
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pada tahun 2022 capaian IKK sebesar 85,30% dan pada tahun 2024 capaian IKK terkait 

dengan Persentase Optimalisasi Fungsi UKPBJ Kemendibudristek mencapai 92,06% 

dari target IKK 2024 sebesar 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi 

 

Berdasarkan data tersebut diatas nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum bisa mencapai 

target IKK 100% dikarenakan pada Indikator penilaian untuk Pemanfaatan Sistem 

Pengadaan, yang terdiri dari: 

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan mendapatkan nilai 22,97, yang terdiri dari:   

1.1 SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) >> bobot 10%  dengan 

nilai 10%; 

1.2. e-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat) >> bobot 5% dengan nilai 4,9%; 

1.3. e-Purchasing (Toko Daring) >> bobot eKatalog 4% & Toko Daring 1%  dengan 

nilai eKatalog 2,36% & Toko Daring 1%; 

1.4. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing >> bobot 5%  dengan nilai 0%; 

1.5. e-Kontrak >> bobot 5%  dengan nilai 4,7%. 
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2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) >> bobot 

30%  dengan nilai 29,09%; 

3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) >> bobot 

40% dengan nilai 40%. 

 

Berdasarkan penilaian pada beberapa indikator tersebut diatas masih belum maksimal 

dikarenakan belum optimalnya capaian Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan 

pada aspek : 

1. Non E-tendering dan Non E-Purchasing (mendapat nilai 0 dari nilai maksimal 5)  

Nilai capaian e-tendering dan non-epurchasing bernilai 0 karena masih rendahnya 

satuan kerja dalam melaporkan jumlah realisasi yang terdapat dalam sistem untuk 

nilai pengadaan langsung dan penunjukan langsung kurang dari 50% dari jumlah 

rencana PBJ pada Rencana Umum Pengadaan sehingga mendapatkan nilai 0.   

2. E-Purchasing melalui Katalog Elektronik (mendapat nilai 2,36 dari nilai maksimal 

4) 

Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya proses pelaporan progres pengadaan 

pada katalog elektronik sampai dengan barang/jasa berstatus selesai pada satuan 

kerja di lingkungan Kemendikbudristek. Persentase paket yang berstatus selesai 

adalah sebesar 59% dari jumlah paket e-purchasing aktif pada Katalog 

Elektronik.   

3. E-kontrak (mendapat nilai 4,7 dari nilai maksimal 5) 

Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya pelaporan proses pelaksanaan 

barang/jasa oleh satuan kerja dilingkungan Kemendikbudristek untuk pengadaan 

dengan metode tender, seleksi, tender cepat, dan pengadaan langsung yang 

dilaksanakan secara transaksional didalam LPSE. Persentase paket e-kontrak yang 

bersatus selesai adalah sebesar 94 % dari jumlah paket ekontrak.  

4. E-tendering (mendapat nilai 4,91 dari nilai maksimal 5)  

Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya proses penyesuaian Rencana Umum 

Pengadaan yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek 

setiap kali terdapat revisi anggaran atau perubahan metode pengadaan yang 

mengakibatkan besarnya nilai rencana pengadaan yang menggunakan metode 
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tender, seleksi dan tender cepat. Persentase jumlah pagu e-tendering yang sudah 

terlaksaksana dibanding dengan jumlah rencana PBJ. 

 

Serta nilai Indikator Kualifikasi dan Kompetensi PBJ yang mendapat nilai 29,09 dari 

nilai  maksimal 30 berdasarkan jumlah Pejabat Fungsional Pengelola PBJ sebesar 

226  orang dari rekomendasi formasi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ sebesar 230. 

Selisih sebanyak 4 formasi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ  dilakukan untuk 

mempertimbangkan peningkatan karier dari Pengelola PBJ. 

 

Atas Capaian IKK yang belum optimal dilakukan beberapa kegiatan untuk menunjang 

optimalisasi pencapaian IKK berdasarkan kriteria penilaian Indeks Tata Kelola 

Pengadaan yaitu:   

1. Indikator Sumber Daya Manusia   

a. Telah mengirimkan permohonan peninjauan ulang rekomendasi jumlah 

Pejabat Fungsional Pengelola PBJ menyesuaikan kebutuhan 

Kemendikbudristek kondisi terbaru dengan bersurat ke Deputi Bidang 

Pengembangan dan Pembinaan SDM, LKPP melalui Surat Sekretaris Jenderal 

Nomor 26263/A/LK.00.03/2024 tanggal 3 Oktober 2024 hal Tindak Lanjut 

Permohonan Ulang Formasi JF PPBJ Kemendikbudristek. Surat tersebut telah 

ditindaklanjuti sehingga jumlah kebutuhan yang semula 397 menjadi 230 

orang sehingga nilai Indikator Sumber Daya Manusia naik dari 16,85 menjadi 

29,08.  

b. melakukan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa melalui perpindahan dari jabatan lain melalui Surat 

Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada Kepala LKPP c.q. Deputi Bidang 

Pengembangan dan Pembinaan SDM  Nomor 31825/A.A7/LK.00.03/2023 

tanggal 19 September 2023 untuk memenuhi kebutuhan SDM PBJ.   

  

2. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan   

a. Melaksanakan monitoring peningkatan indikator nilai pemanfaatan sistem 

pengadaan setiap triwulan dengan mengundang seluruh satuan kerja. 

Monitoring telah dilaksanakan pada   
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1) Triwulan I   tanggal 18 April 2024;  

2) Triwulan II tanggal 12 Agustus 2024; dan  

3) Triwulan III tanggal 23 Oktober 2024.  

b. Melaksanakan klarifikasi ke LKPP melalui Surat Kepala Biro Umum dan PBJ 

Nomor 27533/A7/LK.00.00/2024 tanggal 11 Oktober 2024 hal Klarifikasi 

Nilai ITKP 2024 untuk Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan. 

 

Berikut perbandingan capaian ITKP  Tahun 2024 dari beberapa Kementerian 

Lembaga.   

No Kementerian/Lembaga   Nilai ITKP   

1 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia   99,87  

2 Kementerian Pertahanan  96,1  

3 Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan 

Rakyat  

93,85  

4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi  

92,06  

5 Kementerian Keuangan  92,03  

6 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP)  

90,02  

7 Kementerian Perhubungan  79,16  

8 Kementerian Kesehatan  76,31  

9 Kementerian Agama  73,01  

10 Kementerian Pertanian  69,41  

Tabel 3.5 Capaian ITKP Kemenetrian/Lembaga Tahun 2024 

 

 

 

 

I PROGRAM/KEGIATAN KELEMBAGAAN 

1. Perbaikan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) pada Satuan Kerja 

dengan Anggaran Terbesar untuk Realisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) 

Tahun 2023;  

2. Persiapan dan penyusunan Klarifikasi terhadap Hasil Penilaian Sementara 

ITKP Tahun 2024;  

Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya 

pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain  
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3. Roadmap Rencana Aksi Mentoring Kematangan UKPBJ dalam rangka menuju 

Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.  

 

II   PROGRAM/KEGIATAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA  

1. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) mendahului tahun anggaran 

dan paling lambat sampai tanggal 31 Maret tahun berjalan;  

2. Menyelesaikan seluruh proses e-tendering (tender, seleksi, dan tender cepat) 

melalui SPSE paling lambat 31 Desember tahun penilaian;  

3. Pencatatan nontender dan Pengadaan langsung dengan SPK dilaksanakan 

secara transaksional melalui menu Nontender di Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE) dan Pengadaan langsung tanpa SPK dilaporkan melalui menu 

pencatatan nontender pada akun PPK secara berkala minimal sekali dalam 

sebulan di SPSE;  

4. Penyelesaian transaksi e-purchasing melalui Katalog Elektronik sampai dengan 

transaksi serah terima pada tahun penilaian;  

5. Pencatatan E-Kontrak melalui SPSE untuk seluruh paket e-tendering;  

6. Persiapan pelaksanaan pengadaan Pra-DIPA di lingkungan Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sehubungan dengan 18 (delapan 

belas) Satuan Kerja penerima SBSN untuk pengadaan PRA-DIPA Tahun 

Anggaran 2025 dengan jumlah mencapai Rp1.524.896.410.000, meliputi 9 

(Sembilan) Universitas Penerima dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebesar 

Rp879.818.241.000 dan 9 (Sembilan) Politeknik penerima dana SBSN di 

lingkungan Direktorat Pendidikan Vokasi sebesar Rp645.078.169.000, dan 

sebagai tindak lanjut pelaksanaan Penyusunan perencanaan PBJ tahun 

anggaran 2025 meliputi pendampingan dan reviu rencana umum pengadaan 

terhadap pemetaan item dan paket pengadaan yang telah disusun oleh setiap 

satuan kerja sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal nomor 

27307/A/LK.00.00/2024 hal Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi.   
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Gambar 3.2 Arahan Sekretaris Jenderal pada Acara Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Pra-DIPA 

di lingkungan Kemendikbudristek 

 

III    PROGRAM/KEGIATAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN  

1. Pelaksanaan Forum Clearing House dalam rangka menyikapi dan merumuskan 

solusi terhadap permasalahan terjadinya gangguan pada Pusat Data Nasional 

Sementara 2 (PDNS 2) yang berdampak pada fitur SIKAP LKPP dan 

menyebabkan LPSE Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

tidak dapat diakses pada tanggal 28 Juni 2024;  

2. Pengembangan Sistem Layanan Pemilihan Penyedia (LaDia) sehubungan 

dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Jenderal Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

Pengelolaan Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Kepada Satuan 

Pendidikan dan dalam rangka menjamin akuntabilitas dan ketepatan 

penggunaan bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diberikan kepada satuan pendidikan 

dalam bentuk uang dalam rangka memfasilitasi satuan Pendidikan untuk dapat 

melakukan pengadaan barang dan jasa secara luring sesuai prinsif efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan sebuah layanan yang dapat 
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memberikan informasi terkait penyedia barang dan jasa yang memenuhi 

kualifikasi berdasarkan verifikasi dari layanan Sistem Informasi Kinerja 

Penyedia (SIKAP) LKPP;  

  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Rapat Pembahasan Evaluasi Piloting LaDia untuk SMK Penerima Bantuan 

Pemerintah 

3. Persiapan pemanfaatan Katalog Elektronik Versi 6 sehubungan dengan 

Keputusan Kepala LKPP Nomor 294 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog 

Elektronik Versi 6 di Seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, 

Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan 

Katalog Elektronik dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 179 Tahun 2024 

tentang Penetapan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Untuk 

Melaksanakan Piloting Pada Katalog Elektronik bahwa ditetapkannya 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai pelaksana 
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Piloting pada Katalog Elektronik, dan Keputusan Deputi Bidang Transformasi 

Pengadaan Digital Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penonaktifan Katalog 

Elektronik Versi 5;  

Gambar 3.4 Tim LKPP dan GovTech Procurement Memberikan Materi Terkait Katalog 

Elektronik Versi 6 

4. Integrasi sistem aplikasi Sistem Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa 

(SiRenBaja) dengan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa (SIPPBJ) menjadi satu aplikasi Super App Dalam rangka mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta 

pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta mempersiapkan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi.  

 

IV PROGRAM/KEGIATAN PEMBINAAN SDM  

1. Pembinaan Sumber Daya Manusia UKPBJ sesuai dengan amanat Pasal 75 ayat 2 

huruf c Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah;  

2. Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola berdasarkan Surat Deputi Bidang 

Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 

4215/D.3/02/2024   tanggal 15 Februari 2024 hal Rekomendasi Pengangkatan, 

PAK, dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke 

dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), dan 

Surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 

Nomor 6481/D.3/03/202   tanggal 5 Maret 2024 hal Rekomendasi 

Pengangkatan, PAK, dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari 
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Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF 

PPBJ);  

Gambar 3.5 Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa TA 2024 di 

Lingkungan Kemendikbudristek  

 

3. Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda sesuai 

dengan Surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya 

Manusia Nomor 28774/D.3/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 hal 

Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

(JF PPBJ) di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi;  
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4. Pelaksanaan Pembahasan Rekomendasi Pemenuhan Formasi Jabatan 

Fungsional Pengelola  Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.  

Gambar 3.6 Rapat Peninjauan Ulang Rekomendasi Pemenuhan JFPPBJ di Kemendikbudristek 

Bersama LKPP 

 

Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja  

Penyebab peningkatan kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam 

capaian kinerja Persentase Optimalisasi Fungsi UKPBJ Kemendikbudristek Tahun 

2024 adalah: 

1. Peninjauan ulang rekomendasi jumlah Pejabat Fungsional Pengelola PBJ 

menyesuaikan kebutuhan Kementerian; 

2. Melakukan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa melalui perpindahan dari jabatan lain; 

3. Pelaksanaan monitoring peningkatan indikator nilai pemanfaatan sistem 

pengadaan setiap triwulan; 

4. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring secara periodik terhadap seluruh 

indikator dalam penialaian ITKP 2024. 
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1. Belum terdapat ketetapan penilaian ITKP Level Kematangan Strategis dari LKPP 

sehingga UKPBJ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

belum dapat mencapai target level kematangan tersebut. Namun telah dilakukan 

usaha untuk menjadikan UKPBJ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP BJ); 

2. Gangguan Teknis pada Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) menyebabkan 

beberapa paket yang sedang berjalan mengalami gangguan, diantaranya: 

a. Tender: 

¶ Paket dalam tahap Akan Tayang sejumlah 30 paket;  

¶ Paket dalam tahap pengumuman s.d. upload Dokumen Penawaran 

sejumlah 15 paket;  

¶ Paket dalam tahap pembukaan penawaran s.d. penetapan pemenang 

sejumlah 14 paket;  

¶ Paket dalam tahap pengumuman pemenang s.d. masa sanggah sejumlah 

4 paket; dan  

¶ Paket dalam tahap penerbitan SPPBJ s.d. penandatanganan kontrak 

sejumlah 5 paket.  

b. Seleksi: 

¶ Paket dalam tahap akan tayang sejumlah 1 paket;  

¶ Paket dalam tahap pengumuman kualifikasi s.d. masa sanggah kualifikasi 

sejumlah 9 paket;  

¶ Paket dalam tahap download dokumen pemilihan s.d. penetapan 

pemenang sejumlah 6 paket; dan  

¶ Paket dalam tahap klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya s.d. 

penandatanganan kontrak sejumlah 4 paket.  

c. E-Purchasing: 

Paket menggunakan metode e-purchasing sejumlah 9 paket  

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang 

dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain  
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3. Kebijakan terkait pencatatan Non-tender untuk pengadaan di luar SPSE perlu 

ditingkatkan sehingga dapat terinventarisir dengan lebih baik;  

4. Pada proses integrasi sistem aplikasi Sistem Perencanaan Pengadaan Barang dan 

Jasa (SiRenBaja) dengan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa (SIPPBJ) menjadi super app terdapat kendala dalam proses 

pemenuhan Data Dukung Clearance SPBE untuk Anggaran TIK Bidang PBJ TA 

2025 dalam pengembangan Super Apps SIPPBJ;  

5. Kurangnya pengalaman dan pemenuhan protofolio dalam pelaksanaan pelatihan 

dan on the job training pada Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional 

Pengelola PBJ Ahli Muda menjadi kendala yang menghambat peserta Pelatihan 

Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda dalam menyelesaikan 

Pelatihan.  

 

 

 

 

 

1. Koordinasi lanjutan bersama Tim LKPP sebagai hasil dari Rapat Koordinasi SDM 

dan Kelembagaan PBJ terkait Pelaksanaan Piloting UKPBJ sebagai PKP - BJ 

bersama dengan Kementerian terpilih; 

2. Penerbitan Surat Sekretaris Jenderal Nomor Manual.122/A.A7/LK.00.03/2024 

tanggal 4 Juli 2024 hal Rekomendasi Penanganan Paket Pengadaan yang 

Terdampak Gangguan Layanan Pusat Data Nasional 2 dan Pelaksanaan Migrasi 

Server SPSE dari PDN ke GCP LKPP sebagai upaya pencegahan gangguan teknis 

di PDN serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barnag/Jasa Pemerintah Nomor 205 Tahun 2024  tentang Pemusatan 

dan Pengelolaan Basis Data Pengadaan Barang/Jasa pada Sistem Pengadaan 

secara Elektronik;   

3. Melakukan sosialisasi kepada PPK dan Tim Teknis PPK untuk menyelesaikan 

pencatatan non-tender, e-purchasing dan e-Kontrak dengan tujuan untuk mampu 

meningkatkan nilai indeks ITKP;  

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator 
kinerja dapat tercapai antara lain  
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4. Melaksanakan Pengisian Data Dukung Clearance SPBE untuk Anggaran TIK 

Bidang PBJ TA 2025 (SIPPBJ, SiRenBaja, dan LADIA) Kemendikdasmen; 

5. Penyusunan daftar Mentor dan Coach Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ, dan 

pemerataan pembagian paket untuk memastikan bahwa seluruh JF PPBJ 

memiliki tingkat kompetensi dan pengalaman yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) adalah aplikasi yang dikembangkan untuk 

mengelola Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) guna memberikan layanan 

pengelolaan kearsipan dinamis yang efektif dan efisien. Sistem tersebut dikembangkan 

oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa yang juga didukung oleh Pusat Data 

dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek. 

 

Unit kerja merupakan unit-unit yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mencakup unit kerja pusat, Unit Pelaksana 

Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LL Dikti, dan Sekretariat Lembaga 

Sensor Film (LSF). 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

naskah dinas elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik 

sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh 

pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem 

naskah dinas elektronik  
 IKK 1.2 
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Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik adalah 

unit kerja yang memiliki skor aktivitas unit kerja minimal 70. Target pada tahun 2021 

adalah seluruh unit kerja Kemendikbudristek kecuali PTN. Target pada tahun 2022 s.d. 

2024 adalah seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi termasuk PTN, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

 

 

 

Rumus skor aktivitas unit kerja sebagai berikut: 

33- Ѐ ÓËÏÒ ÓÕÒÁÔ ÍÁÓÕË 

33+ Ѐ ÓËÏÒ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ 

3!0' Ѐ ÓËÏÒ ÁËÔÉÖÉÔÁÓ ÐÅÒÓÏÎÁÌ ÇÁÂÕÎÇÁÎ 

 

3ËÏÒ Ѐ 33- Ϲ 33+ Ϲ 3!0' 

  

1. 0ÅÎÇÈÉÔÕÎÇÁÎ 3ËÏÒ 3ÕÒÁÔ -ÁÓÕË ɉ33-Ɋȡ 

3-, Ѐ *ÕÍÌÁÈ ÓÕÒÁÔ ÍÁÓÕË ÄÅÎÇÁÎ ÌÁÍÐÉÒÁÎ 

3-   Ѐ *ÕÍÌÁÈ ÓÕÒÁÔ ÍÁÓÕË ÙÁÎÇ ÄÉÔÅÒÉÍÁ ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁ 

 

3ÅÈÉÎÇÇÁ ÒÕÍÕÓ ÐÅÎÇÈÉÔÕÎÇÁÎÎÙÁ ÍÅÎÊÁÄÉȡ 

 

ἡἡἙ
╢╜╛

╢╜
 ●  Ϸ 

 

2. 0ÅÎÇÈÉÔÕÎÇÁÎ 3ËÏÒ 3ÕÒÁÔ +ÅÌÕÁÒ ɉ33+Ɋȡ 

3+4 Ѐ ÓËÏÒ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÔÁÎÐÁ ÌÁÍÐÉÒÁÎ 

3+, Ѐ ÓËÏÒ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÄÅÎÇÁÎ ÌÁÍÐÉÒÁÎ ÂÅÌÕÍ ÐÒÏÓÅÓ ËÉÒÉÍ 

3++ Ѐ ÓËÏÒ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÐÒÏÓÅÓ ËÉÒÉÍ 

4, Ѐ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÔÁÎÐÁ ÌÁÍÐÉÒÁÎ 

3+ Ѐ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÙÁÎÇ ÄÉÂÕÁÔ ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁ 

3"+ Ѐ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÄÅÎÇÁÎ ÌÁÍÐÉÒÁÎ ÂÅÌÕÍ ÐÒÏÓÅÓ ËÉÒÉÍ 

Metode Perhitungan  
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++ Ѐ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÐÒÏÓÅÓ ËÉÒÉÍ 

 

3ÅÈÉÎÇÇÁ ÒÕÍÕÓ ÐÅÎÇÈÉÔÕÎÇÁÎÎÙÁ ÍÅÎÊÁÄÉȡ 

33+ Ѐ ɉ3+4 Ϲ 3+, Ϲ 3++Ɋ Ø 15%  

 

a. 0ÅÎÇÈÉÔÕÎÇÁÎ 3ËÏÒ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÔÁÎÐÁ ÌÁÍÐÉÒÁÎ ɉ3+4Ɋȡ 

ἡἕἢ
S╣╛

Sἡἕ
 ●  

 

b. 0ÅÎÇÈÉÔÕÎÇÁÎ 3ËÏÒ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÄÅÎÇÁÎ ÌÁÍÐÉÒÁÎ ÂÅÌÕÍ ÐÒÏÓÅÓ ËÉÒÉÍ 

ɉ3+,Ɋȡ 

ἡἕἘ
 S╢║╚

Sἡἕ
 ●  

 

c. 0ÅÎÇÈÉÔÕÎÇÁÎ 3ËÏÒ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÐÒÏÓÅÓ ËÉÒÉÍ ɉ3++Ɋȡ 

ἡἕἕ
 S╚╚

S╢╚
 ●  

 

+ÅÔÅÒÁÎÇÁÎȡ 

a 0ÅÎÅÎÔÕÁÎ ÐÅÍÂÏÂÏÔÁÎ ÍÅÌÁÌÕÉ ÓÉÍÕÌÁÓÉ ÁÎÇËÁ ÓÁÍÐÁÉ ÍÅÎÄÁÐÁÔËÁÎ ÓËÏÒ 

ÒÁÓÉÏÎÁÌȠ 

b 3ËÏÒ ÓÕÒÁÔ ÍÁÓÕË ÍÅÍÉÌÉËÉ ÂÏÂÏÔ ρπϷȟ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÍÅÍÉÌÉËÉ ρυϷȟ ÄÁÎ 

ÇÁÂÕÎÇÁÎ ÓËÏÒ ÁËÔÉÖÉÔÁÓ ÐÅÒÓÏÎÁÌ ÍÅÍÉÌÉËÉ ÂÏÂÏÔ χυϷȠ 

c "ÏÂÏÔ ÓÕÒÁÔ ÍÁÓÕË ÄÁÎ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÍÅÎÄÁÐÁÔ ÐÅÒÓÅÎÔÁÓÅ ÌÅÂÉÈ ËÅÃÉÌ ËÁÒÅÎÁ 

ÍÅÌÉÈÁÔ ɉρɊ ÔÉÎÇËÁÔ ËÅÓÕÌÉÔÁÎ ÄÁÎ ɉςɊ ÊÕÍÌÁÈ ÐÅÌÁËÕȾÐÅÎÇÇÕÎÁ ÙÁÎÇ ÔÅÒÌÉÂÁÔȠ 

d 5ÎÔÕË ÐÅÍÒÏÓÅÓÁÎ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒȟ ÐÏÉÎ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ɉÐÅÎÇÁÍÂÉÌÁÎ ÎÏÍÏÒ 

ÍÅÓËÉÐÕÎ ÔÁÎÐÁ ÌÁÍÐÉÒÁÎɊ ÙÁÉÔÕ ςυȢ "ÏÂÏÔ ÉÎÉ ÄÉÂÅÒÉËÁÎ ÕÎÔÕË ÍÅÎÄÏÒÏÎÇ 

ÐÅÎÇÁÍÂÉÌÁÎ ÎÏÍÏÒ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÓÅÃÁÒÁ ÍÁÎÕÁÌ ÂÅÒÁÌÉÈ ËÅ ÐÅÎÃÁÔÁÔÁÎ ÄÉÇÉÔÁÌȠ 

e "ÏÂÏÔ ÓÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÄÅÎÇÁÎ ÌÁÍÐÉÒÁÎ ÂÅÌÕÍ ÐÒÏÓÅÓ ËÉÒÉÍ ÄÉÂÅÒÉËÁÎ ÐÏÉÎ ÓÅÂÅÓÁÒ 

χυ ËÁÒÅÎÁ ÐÒÏÇÒÅÓ ÓÁÎÇÁÔ ÂÅÓÁÒ ÄÁÎ ÂÅÒÐÅÎÇÁÒÕÈ ÐÁÄÁ ËÅÔÅÒÔÉÂÁÎ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÓÉ 

ɉÐÅÒÔÁÎÇÇÕÎÇÊÁ×ÁÂÁÎ ÐÅÎÇÇÕÎÁÁÎ ÎÏÍÏÒ ÓÕÒÁÔɊȠ 

f 3ÕÒÁÔ ËÅÌÕÁÒ ÄÅÎÇÁÎ ÌÁÍÐÉÒÁÎ ÄÁÎ ÐÒÏÓÅÓ ËÉÒÉÍ ÍÅÎÄÁÐÁÔËÁÎ ÐÏÉÎ ÔÅÒÂÅÓÁÒ ρππ 

ËÁÒÅÎÁ ÐÅÌÁËÓÁÎÁÁÎ ÐÅÒÓÕÒÁÔÁÎ ÍÅÎÊÁÄÉ ÅÆÅËÔÉÆ ÄÁÎ ÅÆÉÓÉÅÎȢ 
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3. 3ËÏÒ !ËÔÉÖÉÔÁÓ 0ÅÒÓÏÎÁÌ 'ÁÂÕÎÇÁÎ ɉ3!0'Ɋ 

8 Ѐ ÒÁÔÁȤÒÁÔÁ ÓËÏÒ ÁËÔÉÖÉÔÁÓ ÐÅÒÓÏÎÁÌ ÍÉÌÉË ÐÅÊÁÂÁÔ 

9 Ѐ ÒÁÔÁȤÒÁÔÁ ÓËÏÒ ÁËÔÉÖÉÔÁÓ ÐÅÒÓÏÎÁÌ ÍÉÌÉË ÓÔÁÆ 

 

3ÅÈÉÎÇÇÁ ÒÕÍÕÓ ÐÅÎÇÈÉÔÕÎÇÁÎÎÙÁ ÍÅÎÊÁÄÉȡ 

3!0'Ѐ ɉɉ8 Ø πȟφυɊ Ϲ ɉ9 Ø πȟσυɊɊ Ø χυϷ 

 

+ÅÔÅÒÁÎÇÁÎ ÔÁÍÂÁÈÁÎȡ 

5ÎÔÕË ÇÁÂÕÎÇÁÎ ÓËÏÒ ÁËÔÉÖÉÔÁÓ ÐÅÒÓÏÎÁÌȟ ÐÅÊÁÂÁÔ ÍÅÍÉÌÉËÉ ÂÏÂÏÔ ÓÅÂÅÓÁÒ φυϷ ÄÁÎ 

ÓÔÁÆ ÍÅÍÉÌÉËÉ ÂÏÂÏÔ ÓÅÂÅÓÁÒ συϷ ËÁÒÅÎÁ ËÅÂÅÒÈÁÓÉÌÁÎ ÐÅÎÇÇÕÎÁÁÎ ÓÉÓÔÅÍ ÎÁÓËÁÈ 

ÄÉÎÁÓ ÅÌÅËÔÒÏÎÉË ÂÅÒÁ×ÁÌ ÄÁÒÉ ËÏÍÉÔÍÅÎ ÐÉÍÐÉÎÁÎȢ 3ÅÌÁÉÎ ÉÔÕȟ ÐÉÍÐÉÎÁÎ ÍÅÍÉÌÉËÉ 

ÂÁÎÙÁË ÁËÔÉÖÉÔÁÓ ÕÎÔÕË ÓÕÒÁÔ ÄÁÎ ÄÉÓÐÏÓÉÓÉȾÉÎÆÏÒÍÁÓÉȢ 

 

5ÎÔÕË ÄÁÐÁÔ ÍÅÎÇÈÉÔÕÎÇ ÊÕÍÌÁÈ ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁ ÙÁÎÇ ÔÅÌÁÈ ÍÅÎÇÉÍÐÌÅÍÅÎÔÁÓÉËÁÎ 

ÎÁÓËÁÈ ÄÉÎÁÓ ÅÌÅËÔÒÏÎÉËȟ ÐÅÒÌÕ ÍÅÎÇÅÌÏÍÐÏËËÁÎ ÎÉÌÁÉ ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁ ÙÁÎÇ ÔÅÌÁÈ 

ÍÅÍÐÅÒÏÌÅÈ ÓËÏÒ ÐÅÎÉÌÁÉÁÎ ÍÉÎÉÍÁÌ χπ ÓÅÓÕÁÉ ÐÅÎÇÈÉÔÕÎÇÁÎ ÄÉ ÁÔÁÓȢ Dari hasil 

nilai, akan dikategorikan sebagai berikut. 

 

Nilai  Keterangan  Interpretasi  

90 ɀ 100 Biru  
Sudah optimal dalam penggunaan menu surat masuk 
dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan 

70 ɀ 89,99 Hijau  
Sudah memenuhi target minimal penggunaan menu surat 
masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan 

60 ɀ 69,99 Jingga 
Sedang dalam masa transisi penggunaan dan perlu 
dorongan secara intensif 

0 ɀ 59,99 Merah 
Belum aktif dalam penggunaan menu surat masuk dan 
surat keluar serta aktivitas personal gabungan 

Tabel 3.6 nilai ÕÎÉÔ kerja yang telah mengimplementasikan naskah dinas elektronik 
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Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas 

Permendikbud nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud 

Tahun 2020ɂ2024, pada tahun 2022 sampai dengan 2023 capaian IKK 

mengalami kenaikan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 239 Unit Kerja dan 

tahun 2023 sebanyak 245 Unit Kerja. 

 

$ÅÎÇÁÎ ÁÄÁÎÙÁ ÐÅÒÕÂÁÈÁÎ ÊÕÍÌÁÈ 5ÎÉÔ +ÅÒÊÁ ÓÅÓÕÁÉ ÄÅÎÇÁÎ 3/4+ȟ 0ÁÄÁ ÔÁÈÕÎ 

ςπςτȟ ÄÁÒÉ ÔÁÒÇÅÔ )++ ÓÅÊÕÍÌÁÈ σςω ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁ ÙÁÎÇ ÔÅÒÄÉÒÉ ÁÔÁÓ ςπτ ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁ ÐÕÓÁÔ 

ÄÁÎ ρςυ 04. ÔÅÒÄÁÐÁÔ ςπτ ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁ ÐÕÓÁÔ ÙÁÎÇ ÔÅÌÁÈ ÍÅÎÇÉÍÐÌÅÍÅÎÔÁÓÉËÁÎ 

ÓÉÓÔÅÍ ÎÁÓËÁÈ ÄÉÎÁÓ ÅÌÅËÔÒÏÎÉË ÓÅÃÁÒÁ ÏÐÔÉÍÁÌ ɉÓËÏÒ ÍÉÎÉÍÁÌ χπ ÂÅÒÄÁÓÁÒËÁÎ ÓËÏÒ 

ÓÔÁÔÉÓÔÉË ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁɊ ÄÁÎ ρςυ 04. ÍÅÎÇÉÍÐÌÅÍÅÎÔÁÓÉËÁÎ ÓÉÓÔÅÍ ÎÁÓËÁÈ ÄÉÎÁÓ 

ÅÌÅËÔÒÏÎÉË ÍÅÌÁÌÕÉ ÁÐÌÉËÁÓÉ ÐÅÒÓÕÒÁÔÁÎ ÄÁÎȾÁÔÁÕ ËÅÁÒÓÉÐÁÎ ÉÎÔÅÒÎÁÌ ÄÉ ÕÎÉÔ 

ËÅÒÊÁÎÙÁȢ  

 

)ÍÐÌÅÍÅÎÔÁÓÉ ÓÉÓÔÅÍ ÎÁÓËÁÈ ÄÉÎÁÓ ÅÌÅËÔÒÏÎÉË ÄÉ 04. ÍÅÌÁÌÕÉ ÁÐÌÉËÁÓÉ ÉÎÔÅÒÎÁÌ 

ÄÁÎȾÁÔÁÕ ÁÐÌÉËÁÓÉ ÕÍÕÍ ÂÉÄÁÎÇ ËÅÁÒÓÉÐÁÎ ÄÉÎÁÍÉÓ ÔÉÄÁË ÄÁÐÁÔ ÄÉËÏÎÖÅÒÓÉËÁÎ ËÅ 

ÄÁÌÁÍ ÐÅÒÈÉÔÕÎÇÁÎ ÓËÏÒ ÓÔÁÔÉÓÔÉË ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁ ÓÅÐÅÒÔÉ ÉÍÐÌÅÍÅÎÔÁÓÉ ÓÉÓÔÅÍ ÎÁÓËÁÈ 

ÄÉÎÁÓ ÅÌÅËÔÒÏÎÉË ÄÉ ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁ ÐÕÓÁÔ ÙÁÎÇ ÓÅÊÕÍÌÁÈ ςπτ ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁȢ 5ÎÔÕË ÉÔÕȟ 04. 

ÄÉËÅÃÕÁÌÉËÁÎ ÄÁÌÁÍ ÐÅÒÈÉÔÕÎÇÁÎ ÃÁÐÁÉÁÎ ÊÕÍÌÁÈ ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁ ÙÁÎÇ 

ÍÅÎÇÉÍÐÌÅÍÅÎÔÁÓÉËÁÎ ÓÉÓÔÅÍ ÎÁÓËÁÈ ÄÉÎÁÓ ÅÌÅËÔÒÏÎÉËȢ $ÅÎÇÁÎ ÄÅÍÉËÉÁÎȟ ÕÎÉÔ 

ËÅÒÊÁ ÙÁÎÇ ÄÉÈÉÔÕÎÇ ÓÅÂÁÇÁÉ ÃÁÐÁÉÁÎ ÁÄÁÌÁÈ ÓÅÊÕÍÌÁÈ ςπτ ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁȢ 

 

-ÅÓËÉÐÕÎ ÄÅÍÉËÉÁÎȟ ÔÅÒËÁÉÔ ÐÅÎÇÏÐÔÉÍÁÌÁÎ ÐÅÎÇÇÕÎÁÁÎ 3).$% ÄÉ 04.ȟ ÔÅÒÄÁÐÁÔ 

ÆÁËÔÏÒ ÐÅÎÔÉÎÇ ÙÁÎÇ ÐÅÒÌÕ ÍÅÎÊÁÄÉ ÐÅÒÈÁÔÉÁÎ ÁÎÔÁÒÁ ÌÁÉÎ ÐÅÒÂÅÄÁÁÎ kebijakan 

penyelenggaraan kearsipan PTN sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

dan penyelenggaraan kearsipan kementerian sesuai Peraturan Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2022, kebijakan 

penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) 

sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis dan pelaksanaan pembinaan 

kearsipan di PTN oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang menguatkan 

kebijakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, serta keberadaan sistem 

persuratan internal di PTN. 



  

 

57 
  

 
Tabel 3.7 nilai  Implementasi naskah dinas elektronik Biro Umum dan PBJ 2024 

 

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan 

Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan 

Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Biro Umum dan Pengadaan 

Barang dan Jasa berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan terhadap 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang di buktikan dengan 

adanya hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik tahun 2024, 

berdasarkan surat keputusan Kepala ANRI Nomor AK.01.00/28/202 4 tanggal 18 

Desember tahun 2024 hal Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 dengan nilai 

sebesar 95,79 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). 

Dengan hasil tersebut perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan internal secara terus-

menerus sehingga nilai hasil pengawasan kearsipan ÄÅÎÇÁÎ ËÁÔÅÇÏÒÉ ȰÓÁÎÇÁÔ 

ÍÅÍÕÁÓËÁÎȱ ÄÁÐÁÔ ÄÉÐÅÒÔÁÈÁÎËÁÎȢ 

Indikator 

Kinerja 

Kegiatan  

Realisasi 

2023 

Tahun 202 4 Target Renstra 

2024  
Target PK Realisasi % 

Jumlah unit 

kerja yang 

mengimplement

asikan sistem 

naskah dinas 

elektronik  

245  343 

( Jumlah unit 

kerja 

Kemendikbudr

istek pada saat 

penyusunan 

Renstra) 

329 

(Jumlah unit 

kerja sesuai 

dengan SOTK 

pada Tahun 

2024 yang 

terdiri dari  204 

Unit Pusat dan 

125 PTN) 

204  

(Implementasi sistem 

naskah dinas 

elektronik di PTN 

melalui aplikasi 

internal dan/atau 

aplikasi umum bidang 

kearsipan dinamis 

tidak dapat 

dikonversikan ke 

dalam perhitungan 

skor statistik unit 

kerja sebagaimana 

implementasi sistem 

naskah dinas 

elektronik di unit 

kerja pusat. Untuk itu, 

PTN dikecualikan 

dalam perhitungan 

capaian. 

100% 343 

(Jumlah Unit 

kerja pada saat 

Penyusunan 

Renstra dan 

disesuaikan 

menjadi 329 

sesuai dengan 

jumlah unit kerja 

di SOTK yang 

berlaku pada 

tahun 2024) 
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1. Pengelolaan sistem naskah dinas elektronik; 

a. Pemutakhiran Panduan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) Baru Versi 

Website; 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memutakhirkan panduan Sistem Naskah 

Dinas Elektronik (SINDE) serta mengevaluasi penggunaan SINDE baru versi 

website dan bertujuan untuk menguatkan penggunaan Sistem Naskah Dinas 

Elektronik (SINDE) baru versi website dari sisi pengguna di lingkungan 

Kemendikbudristek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Kegiatan Pemutakhiran Panduan SINDE versi Website 

 

b. Penyempurnaan Fitur pada SINDE Baru Versi Website (Pembahasan proses 

bisnis fitur prioritas tambahan SINDE); 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas proses bisnis pada fitur prioritas 

tambahan SINDE yang meliputi aplikasi SINDE versi mobile (Android dan 

iOS), fitur penomoran surat custom, fitur skor statistik arsip digital, dasbor 

pengawasan kearsipan, fitur pengarahan surat, dan fitur penanda tangan 

multipel dan bertujuan untuk menyempurnakan layanan Sistem Naskah 

Dinas Elektronik (SINDE) di lingkungan Kemendikbudristek 

 

 

Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya 

pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain  
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Gambar 3.8 Pembahasan proses bisnis fitur prioritas tambahan SINDE  

 

c. Pelaksanaan Uji coba Fitur Prioritas Penomoran Surat Ubah Suai dan Skor 

Statistik Arsip Digital; 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan uji coba dan evaluasi fitur 

Penomoran Surat Ubah Suai dan Skor Statistik Arsip Digital serta penyiapan 

data dukung pemenuhan persyaratan standar teknis ke Kemkominfo dan 

bertujuan untuk menyempurnakan aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik 

(SINDE) di lingkungan Kemendikbudristek, mendorong ketercapaian target 

strategis di lingkungan Kementerian, dan mendapatkan pertimbangan dari 

Kemkominfo terkait SINDE sebagai aplikasi sejenis AUBKD untuk memenuhi 

persyaratan keterhubungan layanan dengan aplikasi SRIKANDI yang 

ditargetkan harus tercapai pada 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Pelaksanaan Uji coba Fitur Prioritas Penomoran Surat Ubah Suai dan Skor 

Statistik Arsip Digital 
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d. Penyusunan Rancangan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Tata Kelola 

Naskah Dinas dalam Kondisi Gangguan Teknis Sistem Naskah Dinas 

Elektronik di Kemendikbudristek; 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan dan menyepakati 

ketentuan-ketentuan dalam prosedur penomoran darurat naskah dinas guna 

menjamin keberlangsungan layanan persuratan dan kearsipan saat terjadi 

gangguan teknis baik pada aplikasi maupun infrastruktur.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Penyusunan Rancangan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Tata 

Kelola Naskah Dinas dalam Kondisi Gangguan Teknis 

 

e. Koordinasi penyiapan Live SINDE (Pasca-Gangguan); 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi teknis bersama 

Pusdatin dan pengembang SINDE terkait dengan penyiapan live SINDE dan 

bertujuan untuk mempercepat operasional SINDE dan menjamin 

keberlangsungan layanan persuratan dan kearsipan di lingkungan 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Koordinasi penyiapan Live SINDE (Pasca-Gangguan) 
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f. Sosialisasi Pemulihan SINDE; 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dan pembinaan 

kepada Admin Unit SINDE, pegawai yang ditugasi memproses penomoran 

manual naskah dinas, serta Admin Unit Kearsipan dan Operator Kearsipan 

melalui kegiatan Sosialisasi Pemulihan Aplikasi SINDE dan bertujuan untuk 

melancarkan penggunaan SINDE pasca-gangguan PDN melalui penyampaian 

informasi teknis baik dari Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa dari 

sisi tata kelola naskah dinas berdasarkan proses bisnis dan fungsi kearsipan 

serta Pusdatin dari sisi lini masa pemulihan, isu keamanan dan back up baik 

aplikasi maupun infrastruktur beserta mitigasi risiko ke depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.12 Sosialisasi Pemulihan SINDE 

 

g. Penyampaian update pengembangan fitur prioritas kearsipan pada SINDE;  

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi teknis bersama Biro 

Hukum, Biro Ortala, Inspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa terkait Program Penguatan Pengelolaan Arsip Dinamis, 

evaluasi penggunaan SRIKANDI di Kemendikbudristek, dan pengembangan 

fitur kearsipan pada aplikasi SINDE serta bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan kearsipan Kemendikbudristek. 
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Gambar 3.13 Penyampaian update pengembangan fitur prioritas kearsipan pada SINDE 

 

h. Evaluasi Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi SINDE untuk Pemenuhan 

Kelengkapan Dokumen Audit TIK; 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi teknis dengan para 

pelaksana di fungsi sekretariat pimpinan guna menjamin autentisitas arsip 

yang tercipta serta memastikan optimalisasi keberlangsungan layanan 

pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Evaluasi Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi SINDE 
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i. Evaluasi pelaksanaan arsip digital Kemendikbudristek dan fitur pengawasan 

kearsipan (Skor Statistik Arsip Digital dan Dasbor Pengawasan Kearsipan) 

pada Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE); 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan arsip 

digital pada Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) melalui fitur Skor 

Statistik Arsip Digital dan Dasbor Pengawasan Kearsipan dan bertujuan untuk 

mendorong pelaksanaan arsip digital Kemendikbudristek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Evaluasi pelaksanaan arsip digital Kemendikbudristek dan fitur 

pengawasan kearsipan 

 

j. Pembahasan implementasi penggunaan SINDE di 3 kementerian selama 

masa transisi;  

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas kebijakan penggunaan SINDE 

dan pengelolaan persuratan di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa 

bagi 3 kementerian baru selama masa transisi guna memastikan 

keberlangsungan operasional layanan persuratan dan kearsipan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 implementasi penggunaan SINDE di 3 kementerian selama masa transisi 
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k. Penyesuaian struktur unit kerja pada SINDE dan penyelamatan data arsip 

pada SINDE; 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas penyesuaian struktur unit kerja 

pada SINDE untuk 3 Kementerian baru, persiapan penyusunan instrumen 

pengelolaan arsip dinamis pada 3 Kementerian baru, serta mitigasi risiko 

pengelolaan arsip dinamis pada SINDE terhadap kendala infrastruktur PDNS 

serta bertujuan untuk menindaklanjuti pengelolaan naskah dinas pada 3 

kementerian baru pasca-terbitnya Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2024 

tentang Penggunaan Format Naskah Dinas pada Masa Transisi dan 

memastilan keberlangsungan layanan pengelolaan arsip dinamis dengan 

baik dan lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Penyesuaian struktur unit kerja pada SINDE dan penyelamatan data 

arsip pada SINDE 

 

l. Tindak lanjut hasil User Acceptance Test (UAT) proses bisnis pada aplikasi 

SINDE versi mobile, uji coba dan persiapan sosialisasi fitur prioritas 

tambahan (fitur Pengarahan Surat dan Tanda Tangan Atas Nama) pada 

aplikasi SINDE versi website;  

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil UAT pada aplikasi 

SINDE versi mobile, menindaklanjuti temuan pada hasil uji coba serta 

mempersiapkan sosialisasi fitur prioritas tambahan, dan mengawal progres 

pengajuan aplikasi SINDE sebagai aplikasi sejenis dengan AUBKD serta 
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bertujuan untuk menindaklanjuti pengembangan aplikasi SINDE versi 

website dan mobile melalui pelaksanaan uji coba, UAT, dan sosialiasi. Selain 

itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong percepatan progres 

pengajuan aplikasi SINDE sebagai aplikasi sejenis dengan AUBKD guna 

mendapatkan pertimbangan dan Kemkominfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Tindak lanjut hasil User Acceptance Test (UAT) 

 

 

m. Progres Pengajuan SINDE sebagai aplikasi sejenis Aplikasi Umum Bidang 

Kearsipan Dinamis (AUBKD) dan rencana tindak lanjut percepatan. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi serta 

menindaklanjuti permohonan pertimbangan persetujuan aplikasi SINDE 

sebagai aplikasi sejenis dengan AUBKD sebagai dasar pengintegrasian SINDE 

dengan SRIKANDI sehingga SINDE mendapatkan pertimbangan sebagai 

aplikasi sejenis dan terhubung dengan SRIKANDI untuk memenuhi prinsip 

keterhubungan layanan (interoperabilitas) antar-kementerian dan lembaga. 
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Gambar 3.19 Pengajuan SINDE sebagai aplikasi sejenis AUBKD 

 

2. Penguatan sumber daya manusia pengelola sistem naskah dinas elektronik  

a. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas Admin Unit SINDE 

di lingkungan unit utama serta biro dan pusat Sekretariat Jenderal Semester 

I Tahun 2024; 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pelatihan teknis kepada para Admin 

Unit SINDE di lingkungan unit utama serta biro dan pusat Sekretariat Jenderal 

dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Sistem Naskah Dinas 

Elektronik (SINDE) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas Admin Unit SINDE 
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b. Pemantapan Tim Tata Kelola Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) 

Kemendikbudristek Tahun 2024; 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pelatihan teknis kepada para 

Admin Unit SINDE di lingkungan unit utama serta biro dan pusat Sekretariat 

Jenderal serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Sistem 

Naskah Dinas Elektronik (SINDE) di lingkungan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.21 Pemantapan Tim Tata Kelola SINDE 

 

c. Pendampingan dan pengawalan pemberkasan dan pemindahan arsip kepada 

17 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Sekretariat Jenderal melalui 

kegiatan yang dilaksanakan pada 6 s.d. 8 Mei 2024; 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pendampingan dan 

pengawalan pemeliharaan dan penyusutan arsip kepada LLDIKTI melalui 

pembekalan materi mengenai Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, dan menu 

Arsip pada SINDE dan bertujuan untuk mengawal capaian target rencana 

aksi RB pada tahun 2024 yaitu 60% unit kerja melakukan pemberkasan dan 

penyusutan arsip melalui sistem naskah dinas elektronik. 
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Gambar 3.22 Pendampingan dan pengawalan pemberkasan dan pemindahan arsip 

 

d. Pendampingan dan pengawalan pemberkasan dan pemindahan arsip kepada 

5 biro dan 7 pusat di Sekretariat Jenderal melalui kegiatan yang dilaksanakan 

pada 4 s.d. 6 Juni 2024; 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pendampingan dan pengawalan 

pemeliharaan dan penyusutan arsip kepada unit kerja/unit pengolah dan unit 

kearsipan di lingkungan Setjen, Itjen, Ditjen Diktiristek, sampai ke level UPT-nya 

melalui pembekalan materi mengenai Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, dan 

penggunaan menu Arsip pada SINDE dan bertujuan untuk mengawal capaian 

target rencana aksi RB pada tahun 2024 yaitu 60% unit kerja melakukan 

pemberkasan dan penyusutan arsip melalui sistem naskah dinas elektronik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.23 Pendampingan dan pengawalan pemberkasan dan pemindahan arsip 
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e. Sosialisasi Fitur Penomoran Surat Ubah Suai dan Skor Statistik Arsip Digital; 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyosialisasikan fitur Penomoran Surat 

Ubah Suai dan Skor Statistik Arsip Digital dan bertujuan untuk 

mengoptimalkan penggunaan SINDE di lingkungan unit utama, mendorong 

penggunaan SINDE di PTN, serta mendorong ketercapaian target rencana 

aksi reformasi birokrasi Kemendikbudristek terkait pelaksanaan arsip 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.24 Sosialisasi Fitur Penomoran Surat Ubah Suai dan Skor Statistik Arsip Digital 

 

f. Evaluasi Tata Kelola Arsip Dinamis Kemendikbudristek. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi teknis bersama Biro 

Hukum, Biro Ortala, dan ANRI terkait evaluasi tata kelola naskah dinas di 

Kemendikbudristek, khususnya dalam hal penomoran surat keluar dan aspek-

aspek pengelolaan arsip dinamis lainnya serta bertujuan untuk memberikan 

pengamanan terhadap naskah-naskah dinas yang tercipta dengan penomoran 

manual di luar ketentuan SE Sekjen (sebelum 24 Juni 2024) dan naskah-naskah 

dinas yang diberikan penomoran dalam kondisi khusus atau urgensi tertentu, serta 

mengoordinasikan isu serta solusi terkait tata kelola arsip dinamis di 

Kemendikbudristek. 
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Gambar 3.25 Evaluasi Tata Kelola Arsip Dinamis Kemendikbudristek 

 

 

Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja  

Penyebab peningkatan kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam 

capaian kinerja Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan Sistem Naskah Dinas 

Elektronik  Tahun 2024 adalah: 

1. Pengelolaan sistem naskah dinas elektronik  

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian Kinerja dalam renstra 

Kemendikbudristek, sistem naskah dinas elektronik terus dikembangkan dari 

sisi menu dan fitur agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan 

regulasi.   

2. Penguatan sumber daya manusia pengelola sistem naskah dinas elektronik 

Untuk memastikan bahwa seluruh menu dan fitur yang dikembangkan pada 

sistem naskah dinas elektronik dimanfaatkan secara optimal oleh sumber daya 

manusia pengguna sistem naskah dinas elektronik, program/kegiatan yang 

dilakukan di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan, cara kerja, dan budaya kerja yang mendukung 

transformasi digital kearsipan di Kemendikbudristek. 
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Tidak ada kendala signifikan dalam implementasi sistem naskah dinas elektronik di 

unit kerja Kemendikbudristek selain Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Adapun 

kendala pencapaian target adalah penggunaan sistem naskah dinas elektronik  di 

lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN).  

program kegiatan untuk mendorong implementasi sistem naskah dinas elektronik 

di PTN terkendala oleh faktor eksternal antara lain kebijakan penyelenggaraan 

kearsipan PTN sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang mengkhususkan 

PTN sebagai pencipta arsip, kebijakan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan 

Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis 

dan pelaksanaan pembinaan kearsipan di PTN oleh Arsip Nasional Republik 

Indonesia, dan keberadaan sistem persuratan internal di PTN. 

 

 

 

 

 

 

1. Pengembangan fitur Penomoran Surat Ubah Suai (custom) pada sistem naskah 

dinas elektronik yang dapat digunakan oleh PTN dalam hal pemrosesan surat 

keluar; 

2. Koordinasi dengan Admin Unit sistem naskah dinas elektronik di Ditjen 

Diktiristek untuk memetakan rencana pendampingan kepada PTN yang 

diharapkan dapat mendorong implementasi sistem naskah dinas elektronik di 

PTN; 

3. Koordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi serta 

kementerian/lembaga terkait untuk memproses pengajuan sistem naskah dinas 

elektronik sebagai aplikasi sejenis dengan aplikasi umum bidang kearsipan 

dinamis. Dalam hal penetapan sistem naskah dinas elektronik sebagai aplikasi 

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang 

dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain  

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator 

kinerja dapat tercapai antara lain  
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sejenis dengan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis dan terintegrasi dengan 

SRIKANDI, Kemendikbudristek dapat mendorong PTN untuk beralih dari aplikasi 

internalnya ke aplikasi SINDE. 

 

 

 

 

 

Sasaran Kegiatan (SK) meningkatnya tata Kelola Biro Umum dan Pengadaan Barang 

dan Jasa memiliki 2 indikator kinerja yaitu IKK Predikat SAKIP Biro Umum dan 

Pengadaan Barang dan Jasa minimal BB berhasil terpenuhi 100%  dengan predikat A 

dan skor 90. dan Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan 

Pengadaan Barang dan Jasa minimal BB tercapai 96%  dengan hasil penilaian 90,95. 
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Meningkatnya tata Kelola Biro Umum dan PBJ 

 

3+ ς  

Predikat SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa 

minimal BB  
 

IKK 2.1 
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Gambar 3.26 Metode Perhitungan SAKIP 

 
 

Indikator Kinerja Kegiatan  
Realisasi 

2023 

Tahun 202 4 Target 

Renstra 

2024  
Target PK Realisasi % 

Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ 

minimal BB 

A (90) A A 100% A 

 

Tabel 3.8 Capaian Renstra Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Tahun 2024 

 

 

Tahun 2020 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan nilai BB dan 

dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mendapatkan nilai A. 

 

Pada tahun 2024 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan nilai 

sebesar 90 atau predikat A dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 

Ketercapaian target ini, dimungkinkan karena adanya komitmen pimpinan dalam 

melaksanakan akuntabilitas kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. 

 

 

27%

Perencanaan 
Kinerja 

27%

Pengukuran 
Kinerja

13.5%

Pelaporan 
Kinerja

22.5 %

Evaluasi 
Akuntabilitas 

Kinerja 
Internal

Evaluasi 
Kinerja (25%)

Pelaporan 
Kinerja (15%)

Pengukuran 
Kinerja (30%)

Perencanaan 
Kinerja (30%)

Nilai SAKIP

Metode Perhitungan 
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1. Penyusunan Rancangan Peta Jalan SPAB Tahun 2025 - 2029; 

Penyusunan peta jalan SPAB ini memberikan rujukan untuk pelaksanaan SPAB, 

memberikan acuan bagi pembagian tugas dan tanggung jawab antar pihak, dan 

memberika rambu-rambu kegiatan dalam pelaksanaan SPAB 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27 Penyusunan Rancangan Peta Jalan SPAB Tahun 2025 ɀ 2029 

 

2. Finalisasi Video Pembelajaran SPAB, Rencana Serial Webinar 2025 dan Evaluasi 

SPAB Tahun 2024; 

Dalam hal Partisipasi Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2024, Sekretariat 

Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) bekerjasama dengan 

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan 

Menengah beserta Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) akan 

menyelenggarakan Webinar Semarak Hari Kesiapsiagaan Bencanadengan tema 

"Satuan Pendidikan Siap Untuk Selamat!" 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28 Finalisasi Video Pembelajaran SPAB 

Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya 

pencapaian target indikator kinerja  yang ditetapkan antara lain  

 


















































































































